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ABSTRAK 

 

Penerapan good governance didalam pengelolaan dana desa oleh aparatur 

desa agar mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat, 

sehingga permasalahan dan kasus yang terjadi didalam pengelolaan dana desa 

mampu di atasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan dan apa faktor pendukung 

dan penghambat penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan 

di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan 

data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Aktifitas dalam 

analisis data pada penelitian ini yaitu data reduksi data, dan penyajian. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa (1) penerapan prinsip good governance dalam 

pengelolaan keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dibagi dua 

yaitu (a) prinsip gonvernance yang terdiri dari partipasi, transparansi, daya tanggap, 

berorientasi pada konsesus, efektifitas dan efisiensi, dan akuntabilitas, sedangkan 

(b) proses pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pencatatan, 

dan pelaporan. (2) faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip good 

governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima, (a) faktor pendukung teridiri dari musyawarah mufakat dan pengadaan 

pelatihan, (b) faktor penghambat yaitu kemampuan sumber daya perangkat desa, 

kurangnya dukungan masyarakat, dan pencarian dana desa. 

 

Kata kunci: Prinsip Good Governance, Pengelolaan Keuangan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara adalah lembaga sosial yang memiliki wilayah dan pemerintahan 

yang berkuasa, dan didukung oleh warga di wilayah itu untuk mencapai tujuan 

tertentu.  Di Indonesia, tujuan negara telah tercantum dalam Pembukaan UUD 

Negara RI Tahun 1945 Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa: Kemudian 

daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, (Alinea Ke-4 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). 

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,menyatakan bahwa Desa 

disetujui tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek 

pembangunan. Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang ditetapkan secara 

regional yang mempunyai kekuasaan mengatur urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.    

Widjaja (2012), mengatakan pemerintahan oleh masyarakat desa 

dengan memilih sebagian masyarakat yang dipercaya mengurus, memelihara 
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dan melindungi berbagai aspek kehidupannya. Susunan Organisasi perangkat 

desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya, termasuk 

tenaga teknis lapangan dan unsur perangkat kewilayahan, yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya dan kondisi setempat  (Soemantri 

2010:46). 

Mengelola pemerintahan desa dalam berbagai urusan yang berkaitan 

dengan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan memerlukan anggaran biaya dan pendapatan untuk mencapai 

tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa. Ketersediaan dana anggaran 

adalah faktor penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa dan 

pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, desa membutuhkan dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan 

kekuasaannya.   

UU RI No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa 

berasal dari PADesa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari 

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, 

ADD dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, serta 

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, (UU RI No. 6 

Tahun 2014). 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bukti kepercayaan 

pemerintah pusat kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom yang 

mengelola anggaran sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan 

demokratisasi, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat (Safitri 
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dan Rigel, 2018). Kebijakan pelayanan ADD pemerintah merupakan tanda 

desentralisasi ekonomi menuju desa maju dan mandiri (Wida et al., 2017). 

Kemampuan desa dalam mengelola dana desa secara mandiri memerlukan 

peningkatan keterampilan aparatur lebih lanjut, sehingga terwujud sistem 

ekonomi desa yang teratur, transparan, akuntabel dan efisien serta selalu sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dana desa yang cukup besar menuntut 

kemampuan perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan 

penyelenggaraannya dengan baik kepada negara dan masyarakat.  (Ghozali dan 

Hari, 2017). 

Di balik besarnya uang yang dikelola desa dan keinginan untuk 

pembangunan desa yang adil juga menjadi perhatian besar. Kurangnya 

persiapan SDM menyebabkan pengelolaan dana yang tidak transparan dan 

kemungkinan penyalahgunaan. Beberapa kasus korupsi keuangan di desa 

menunjukkan bahwa sistem kontrol dan pengelolaan tanggung jawab keuangan 

desa harus diperbaiki.  (Utomo et al., 2018).  

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut lembaga penegak hukum 

paling banyak menangani kasus korupsi di sektor keuangan desa pada 2021 

dibanding sektor lain yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar melalui 46 

kasus korupsi.  Banyaknya korupsi dana Desa membuktikan bahwa tidak ada 

sistem pengelolaan dan pengendalian dana desa yang dilaksanakan dan 

ditegakkan secara penuh oleh pemerintah. Pemerintah harus mengambil 

langkah-langkah konkrit untuk mengefisienkan anggaran desa dan berorientasi 

pada tujuan.  (Utomo et al., 2018). 
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Adanya perbedaan pengelolaan keuangan desa semakin mencerminkan 

pentingnya pengelolaan yang baik dalam pengelolaan desa. Administrasi yang 

mendukung prinsip tanggung jawab, keterbukaan dan 

akuntabilitas.  Manajemen keuangan telah terbukti memiliki dampak positif 

pada manajemen di semua organisasi dengan tata kelola yang baik. Seiring 

dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat dan akses informasi yang 

semakin mudah, masyarakat semakin gencar menuntut agar pemerintah 

menerapkan penyelenggraan pemerintah dengan baik, atau disebut good 

governance.  (Mardiasmo, 2009). Harapan publik terhadap tata pemerintahan 

yang baik adalah bukti nyata dan harus dipenuhi, karena beberapa studi 

akademik menunjukkan bahwa banyak krisis ekonomi disebabkan oleh tata 

kelola dan birokrasi yang buruk.  (Yaumi, 2021). 

Good governance adalah bentuk pembangunan yang menyangkut 

manajemen pembangunan, dimana negara menjadi agen perubahan masyarakat 

maju dan dalam prosesnya pemerintah mendukung pembangunan daerah 

melalui program, kebijakan dan peran yang sangat penting dalam perencanaan 

anggaran. Good governance yaitu bentuk otorisasi penting atau seperangkat 

aturan atau bisa juga dikatakan: tata kelola yang baik untuk pengaturan 

hubungan. Prinsip-prinsip good governance sangat penting bagi 

terselenggaranya good governance. Tuntutan masyarakat yang semakin besar 

akan tata pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan daerah 

untuk memikul tanggung jawab publik.  Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

suatu jenis komitmen, tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya misi 
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organisasi dalam mencapai tujuan seperti yang ditetapkan oleh Dyah Putri 

Surastian (2015: 139-149) Salah satu upaya untuk memulihkan kondisi 

ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat 

terhadap pemerintahan dengan berusaha mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan otoriter, atau yang disebut good governance. Oleh karena itu, 

diperlukan pedoman untuk menerapkan good governance, khususnya pada 

otoritas publik  Zeyn (2011: 21-37). 

Prinsip-prinsip good governance dalam pegelolaan dan pemanfaatan 

keuangan desa dituangkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pedoman 

pengelolaan keuangan desa yang baik didasarkan Permendagri dirumuskan 

dalam lima indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan 

dan pertanggungjawaban.  Candra, et al (2019) menyatakan bahwa prinsip-

prinsip good governance bisa dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat, 

kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, musyawarah 

mufakat, keadilan, serta efisiensi dan efektifitas.  

Mengacu pada kasus pengelolaan keuangan desa, Herdiana (2019) 

mencatat bahwa korupsi di tingkat desa telah menjadi kegiatan yang terencana, 

terstruktur, dan sistematis. Berdasarkan data tahun 2022, sedikitnya 900 kepala 

desa terlibat korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian Rp 40,6 

miliar. Selain itu, terdapat kasus korupsi yang bekerjasama dengan aparatur 

pemerintahan desa yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya (Ayyubi, 2018). 

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan 
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keuangan publik di Indonesia khususnya di tingkat desa masih belum 

diterapkan.  

Mengingat tingginya resiko insiden dan kerugian dalam program dana 

desa, maka menuntut perangkat desa masyarakat desa dan pemerintah sendiri 

untuk melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai tata kelola yang baik. (Taufik 

Taufeni, 2019). Tata kelola yang baik sering disebut dengan good governance 

(Mardiasmo, 2009). Good governance dalam pengelolaan dana desa oleh 

perangkat desa perlu diterapkan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas 

dan partisipasi masyarakat, sehingga permasalahan dan kejadian yang timbul 

dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi.  Selain itu, penerapan good 

governance dalam pengelolaan dana desa dapat mendorong pertumbuhan sektor 

publik yang baik, yang efek sinergisnya lebih besar dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.   

Desa Na’e merupakan salah satu desa di Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima yang luasnya mencapai 79.925 hektar dan meliputi 8 desa dengan jumlah 

penduduk 3.920 jiwa dan perbandingan 1.908 laki-laki dan 2.012 perempuan. 

Setiap desa menerima subsidi dari pemerintah (Elin, 2019). Berikut informasi 

besaran alokasi dana desa di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dari 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.  
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Tabel 1 

Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima tahun 2018-2022 
No. Pengalokasian 

Anggaran 

Alokasi Dana 

Desa 

Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Pembangunan 

jalan 

Rp. 

176,277,900 

Rp 

123,324,300 

Rp. 

 66.000,000 

Rp 

460,807,400 

Rp. 

201,822,000 

2.  Pembuatan Plat 

Duicker 

Rp.  

209,443,000 

Rp 

643.749.500 

Rp. 

 91,300,000 

Rp. 

96,660,300 

Rp. 

202,744,500 

3.  Pembangunan 

drainase 

Rp. 

99,329,000 

Rp 

103,142,000 

Rp. 

65,400,000 

Rp. 

87,484,700 

Rp. 

103,115,000 

4.  Pembuatan 

pagar 

Rp. 

65,974,200 

- Rp. 

132,100,000 

Rp. 

45,900,000 

- 

5.  Pembangunan 

aula kantor 

Rp. 

34,070,500 

- Rp. 

170,000,000 

Rp 

201,822,800 

Rp. 

314.900.000 

Jumlah Rp. 

908,472,000 

Rp 

102,972,000 

Rp. 

104,097,000 

Rp 

1,177,260,000 

Rp 

1,014,736,000 

 

Berdasarkan data di atas dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana 

Desa oleh pemerintah Desa Na’e diperuntuhkan untuk pembangunan desa 

dengan jenis kegiatan yakni, pembangunan jalan, pembuatan plat duicker, 

pembangunan drainase, pembuatan pagar, dan pembangunan aula kantor . Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa lebih berorientasi pada 

pembangunan infrastruktur daripada penguatan masyarakat.  

Adapun beberapa masalah yang terjadi di Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima, yakni dalam observasi lapangan dan pengamatan langsung 

Desa Na'e dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya desa yang menjadi 

pokok kajian. Mengenai anggaran dana desa menurut variabel-variabel yang 

termasuk di dalamnya, yang pertama menyangkut prioritas anggaran yang 

belum dilaksanakan, seperti: jalan yang masih rusak, karena infrastruktur desa 

yang menjadi focus dalam pembangunan dana desa belum dijalankan secara 
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optimal. Secara teoritis, ada dua prioritas dalam pengelolaan sumberdaya desa, 

salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa (Permatasari et al., 2018).  

Kedua, pada saat anggaran dipublikasikan, masyarakat kurang terlibat 

dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan 

masih banyaknya masyarakat yang belum memahami dana desa dan digunakan 

untuk apa. Selain itu, sebagian ketua RT dan RW tidak memahami apa tujuan 

dari pelaksanaan anggaran. Selain itu, dalam hal publikasi, ada kekurangan 

informasi tentang rumah tangga masing-masing desa atau rincian penggunaan 

APBDesa di tiap dusun.  Masalah-masalah ini dapat dikaitkan dengan 

transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan dan pelaksanaannya.  

Oleh karena itu perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik untuk mencapai transparansi pengelolaan bagi semua pengguna 

rekening tahunan. Dan untuk mendukung terselenggaranya good governance 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pengelolaan keuangan desa 

didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yaitu Transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, dan dilakukan dalam anggaran yang dikelola.  Sehubungan dengan 

hal itu, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan 

desa. Adanya landasan hukum ini mengandaikan bahwa pemerintah desa 

menekankan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik melalui 

penyelenggaraan anggaran desa.   
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Berdasarkan permasalahan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan secara jelas tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa 

dan integrasinya dengan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 

keuangan desa.  Penelitian dilaksanakan di Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima. Dari latar belakang yang telah diurai. Maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian pada Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

dengan judul “Implementasi prinsip Good governance dalam pengelolaan 

keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan 

keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip good 

governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan 

keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima. 
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2. Untuk faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip good 

governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam 

bidang ilmu pengetahuan dalam penerapan prinsip good governance dalam 

pengelolaan keuangan, Hasilnya dapat bermanfaat dikemudian hari bagi 

pihak yang ingin mengembangkan lebih lanjut di Desa Na’e Kecamatan 

Sape Kabupaten Bima dimasa yang akan datang, serta dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi untuk kepentingan keilmuan, serta dapat menjadi 

langkah awal bagi peneliti serupa di daerah-daerah lain.  

2. Manfaat Praktis 

 Untuk mensuport atau mengajak masyarakat yang ada di sekitar di 

Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima khususnya kepala desa dan 

pemerintah desa agar senantiasa memperhatikan prinsip Good governance 

terhadap pengelolaan keuangan desa. 

3. Manfaat akademis 

Salah satu syarat penyelesaian studi di program sarjana (SI) Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan skripsi ini yaitu tentang Implementasi prinsip Good 

governance pada pengelolaan keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima Bahkan, banyak peneliti lain telah mempelajarinya. Selain 

itu, diantara referensi yang digunakan peneliti sebagai dasar dan penegasan 

penelitiannya, penulis menemukan beberapa karya ilmiah  mengenai 

Implementasi prinsip Good governance dalam pengelolaan keuangan antara 

lain : 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No 
Nama & 

Tahun 

Judul 

penelitian 

Metode 

penelitian 
Hasil penmelitian Perbedaan 

1. Safitri dan 

Fathah 

(2018) 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa dalam 

Mewujudkan 

Good 

governance. 

Kualitatif Sistem pengelolaan alokasi 

dana Desa di Desa 

Sardonoharjo sudah 

menerapkan prinsip-

prinsip good governance 

dengan baik sebagai 

berikut: 1) Sistem 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Sardonoharjo 

telah menerapkan prinsip-

prinsip good governance. 

2). Tahapan Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

menerapkan perencanaan, 

Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban 

Alokasi Dana Desa secara 

teknis maupun 

administrasi sudah cukup 

baik, tetapi tanggung 

Perbedaan 

penelitian 

sekarang 

dengan 

peneltian 

terdahulu 

ialah terletak 

pada judul 

penelitian dan 

lokasi  
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jawab administratif 

dibatasi oleh penundaan 

Laporan dari Dukuh dan 

aparat desa menunjukkan 

adanya kesulitan dalam 

menerapkan sistem 

tersebut 

Pembiayaan Desa 

(SISKEUDES). 3) Untuk 

mengukur produksi 

ekonomi desa di dalam 

desa 

Sardonoharjo didasarkan 

pada efisiensi sebesar 

97% yang berarti efektif.   

2 Ade 

setiawan; 

(2018) 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa dalam 

Mewujudkan 

Good 

Governance 

pada Desa 

Ngombakan 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada 

proses pengelolaan alokasi 

dana desa. Perencanaan 

sudah menjunjung tinggi 

transparan. Pelaksanaan 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa sudah dapat 

dikatakan akuntabel, 

transparan dan terdapat 

Partisipatif masyarakat di 

dalamnya 

Pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa Ngombakan sudah 

dapat dikatakan akuntabel 

dan transparan, tetapi 

masih mengalami 

keterlambatan dalam 

penyusunan 

pertanggungjawaban 

Perbedaan 

penelitian 

sekarang 

dengan 

peneltian 

terdahulu 

ialah terletak 

pada judul 

penelitian dan 

lokasi 

3 Damayanti 

Wienda 

(2018) 

Analisis 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Desa dalam 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (Studi 

kasus : Desa 

Kualitatif Transparansi Pengelolaan 

ADD pada desa Tegiri 

untuk penerapannya sudah 

sesuai dengan 

Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014, sedangkan 

Akuntabilitas tahap 

perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap 

penatausahaan, tahap 

Perbedaan 

penelitian 

sekarang 

dengan 

peneltian 

terdahulu 

ialah terletak 

pada judul 

penelitian dan 

lokasi 
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Tegiri dan 

Desa 

Sumberagung 

Kecamatan 

Batuwarno, 

Kabupaten 

Wonogiri). 

pelaporan dan 

pertanggungjawaban 

pengelolaan ADD pada 

desa Tegiri dan 

Sumberagung pada 

penerapannya sudah 

teralokasi dan berpedoman 

pada Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014. 

4 Oki dan 

Lafu (2019) 

Analisis 

Pengelolaan 

Dana Desa 

Noebaun 

Kabupaten 

Timor 

Tengah Utara 

Kualitatif Pengelolaan dana desa 

berpengaruh positif  

secara langsung terhadap 

good governance namun 

tidak postif terhadap 

kesejahteraan, namun 

hubungan tersebut akan 

menjadi positif ketika 

dimediasi oleh faktor 

good governance. 

Hubungan langsung good 

governance terhadap 

tingkat kesejahteraan 

masyarakat adalah 

positif. Proses 

pemanfaatan  dana  desa  

melibatkan semua  pihak  

mulai dari  perencanaan  

sampai 

pertanggungjawaban. 

Orientasi dana desa masih 

pada infrastruktur 

disebabkan karena 

kemampuan perangkat 

desa dalam merancang 

usulan program dari 

masyarakat. Proses 

perencanaan harusnya 

berorientasi pada 

pengembangan ekonomi 

masyarakat dengan 

mendorong industir kecil. 

Faktor penting adalah 

peningkatan kualitas 

perangkat desa melalui 

pendidikan formal dan 

informal. 

Perbedaan 

penelitian 

saat ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

terletak pada 

nama dan 

lokasi 

penelitian  
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5 Rahajeng 

(2020) 

Penerapan 

Prinsip-

Prinsip Good 

governance 

dalam 

Pengelolaan 

Dana Desa di 

Desa Wlahar 

Wetan 

Kecamatan 

Kalibagor 

Kabupaten 

Banyumas 

Kualitatif Hasil kajian 

menunjukkan bahwa 

Badan Desa Wlahar 

Wetan memberikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

penggunaan dana yang 

memadai dan tepat waktu. 

Desa baik secara vertikal 

kepada pemerintah pusat 

kemudian kepada 

pemerintah daerah 

Horisontal ke 

masyarakat. 

Mengevaluasi 

pelaksanaan tanggung 

jawab Yayasan 

Desa masih sebatas 

melihat situasi saat ini 

dan belum menguasai 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Sanksi yang 

dijatuhkan juga tidak 

berat. Kemudian 

pemerintah desa Wlahar 

Wetan berjanji akan 

terbuka dengan segala 

informasi. Yayasan Desa 

dicontohkan dengan 

menyediakan media 

transparan yang mudah 

diakses oleh masyarakat 

baik di dalam maupun di 

luar desa. Namun, 

informasinya baru Dari 

sisi anggaran dan 

implementasi, belum 

memberikan dampak 

operasional. Selain itu, 

Badan Desa Wlahar 

Wetan melibatkan 

masyarakat dalam tahap 

perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan 

yang menggunakan dana 

desa Prinsip pengendalian 

Perbedaan 

penelitian 

saat ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

terletak pada 

nama dan 

lokasi 

penelitian  
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diri. Namun pemerintah 

desa tidak melibatkan 

masyarakat dalam hal ini 

Langkah evaluasi 

bersama.   

6 Rasmah 

Hasman, 

(2015)  

Implementasi 

Kebijakan 

Alokasi Dana 

Desa Di 

Kecamatan 

Kinovaro 

Kabupaten 

Sigi. 

Kualitatif Implementasi kebijakan 

penyaluran dana desa di 

Kecamatan Kinovaro 

Kabupaten Sigi tidak 

berjalan dengan baik. 

Sebab dimensi 

komunikasi dilihat dari 

perspektif penyebaran 

kebijakan pembagian 

yayasan desa di 

Kecamatan Kinovaro, 

Kabupaten Sigi tidak 

bergantung pada dusun. 

Sumber daya tidak 

mencukupi baik dari segi 

SDM maupun 

infrastruktur. Dimensi 

investasi persamaan 

terletak pada 

implementasi kebijakan 

ADD Dalam hal ini, 

komitmen pengelola dan 

masyarakat untuk 

melaksanakan ADD tidak 

berhasil karena usulan 

tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.    

Perbedaan 

penelitian 

sekarang 

dengan 

Pencarian 

sebelumnya 

didasarkan 

pada nama 

dan lokasi 

pencarian  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Implementasi 

2.2.1.1 Pengertian Impelementasi 

Menurut Syaukani dkk (2004: 295) Implementasi adalah 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan 

kepada publik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Rangkaian 

kegiatan awalnya meliputi persiapan perintah tindak lanjut, yang merupakan 

interpretasi pedoman. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mengarahkan 

kekuatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya 

keuangan, dan tentu saja, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, memberikan pedoman konkrit 

kepada masyarakat.  

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

dalam Wahab (2005 : 65) Menjelaskan pentingnya implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu 

program dinyatakan efektif atau dirumuskan adalah penting untuk 

mengimplementasikan kebijakan manajemen atau menghasilkan 

efek/dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.  

Syukur dalam Surmayadi (2005: 79) mencatat bahwa proses 

implementasi meliputi tiga unsur penting, yaitu: (1) adanya program atau 

pedoman pelaksanaan (2) kelompok sasaran, yaitu sekelompok orang yang 

bertekad dan bertekad untuk mendapatkan keuntungan dari program, 

perubahan atau perbaikan (3) Unsur-unsur pelaksana (implementers) yang 
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harus dimiliki baik oleh organisasi maupun perorangan Mereka 

bertanggung jawab atas pelaksanaan dan mengendalikan proses 

pelaksanaan.  

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses 

implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku 

badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan 

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang 

terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat 

direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. 

2.2.2 Good governance 

2.2.2.1 Pengertian Good governance 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, disebutkan 

bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan 

dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, 

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan 

supremasi hukum serta diterima oleh seluruh rakyat.   

Sedangkan Setiawan, (2018), Alokasi dana yang besar sebagai asa 

yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka 

pada pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan 

yang baik (Good Governance ) yang bisa menciptakan warga makmur dan 
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sejahtera menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu : 1) Akuntabilitas; 

2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat. 

Menurut Sedarmayanti (2012:52), good governance bisa 

digambarkan sebagai sistem otoritas administratif di negara tersebut selama 

pengadaan publik. Semua pihak, termasuk pemerintah serta masyarakat, 

merupakan ekspresi dari good governance. Good govenance yang efektif 

membutuhkan kesamaan, interpretasi, etos kerja serta moral yang tinggi 

sebagai nilai inti yang mesti dijunjung tinggi oleh semua orang.  (Ulum dan 

Sofyani 2016:33). 

Menurut Sarinah dkk. (2016: 50), good governance adalah 

perjanjian tentang peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah serta 

masyarakat, dalam melaksanakan pemerintahan yang baik secara umum. 

Menurut Mardiasmo (2018), good governance bisa didefinisikan yaitu 

strategi mengelola masalah publik dengan baik.  

Dari definisi tersebut, good governance berarti alur penerapan 

praktik good governance untuk melayani warga negara secara fundamental. 

Efektivitas pemerintah daerah meningkat ketika mengikuti prinsip-prinsip 

tata pemerintahan yang baik dalam semua kegiatannya.  

2.2.2.2 Tujuan dan Manfaat Good governance 

Kunci terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu 

memahami serta menerapkan prinsip good governance. Standar kegiatan 

pemerintah, terutama dalam pengelolaan ekonomi daerah, dihasilkan dari 

prinsip ini. Sisi baik dan buruk pemerintahan daerah biasanya dimulai ketika 
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telah menyentuh segala prinsip good governance.  Pada prinsipnya, 

penilaian tersebut menggambarkan sejauh mana terlaksananya good 

governace. Good governance Biasanya digambarkan sebagai suatu keadaan 

dimana penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh partisipasi 

masyarakat sipil dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

pemerintahan, khususnya pelaksanaan hak-hak sipil serta pelayanan dasar.  

Prinsip-prinsip tersebut paling baik meneliti menganalisis masalah. 

Hal ini ditunjukkan agar mengetahui bagaimana prinsip good governance 

dapat diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan 

mewujudkan prinsip itu untuk pengelolaan ekonomi daerah, maka tujuan 

pengelolaan yang baik harus tercapai.  Menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/15/M.PAN/7/2008, Menyikapi 

Pedoman Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang 

Reformasi Birokrasi, tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah:  

1. Birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang sistem dan mesinnya bekerja 

berdasarkan aturan dan koridor nilai yang dapat mencegah berbagai 

perbuatan tercela dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.   

2. Birokrasi yang efisien efektif dan produktif, adalah birokrasi yang 

mampu menghasilkan efek (manfaat) kerja yang positif bagi 

masyarakat dan melaksanakan tugas secara benar, tuntas, efektif dan 

efisien (hemat, waktu, tenaga dan biaya).   
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3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang terbuka terhadap hak 

publik atas informasi yang akurat dan tidak diskriminatif yang 

menghormati perlindungan hak asasi manusia individu, kelompok, dan 

rahasia negara.   

4. Birokrasi yang melayani masyarakat yaitu birokrasi yang tidak 

membutuhkan pelayanan publik, tetapi birokrasi yang melakukan 

pelayanan publik yang prima.   

5. Birokrasi yang akuntabel yaitu suatu birokrasi yang bertanggung jawab 

atas setiap proses dan keluaran atau hasil dari suatu program atau 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.  

Menurut Reydonnyzar Moenek (2019:52) mengatakan bahwa 

kegunaan good governance yaitu: 

1. Praktik KKN di lingkungan birokrasi pemerintahan menurun secara 

signifikan. 

2. Mewujudkan sistem dan administrasi kelembagaan yang bersih, efisien, 

efektif, transparan, profesional serta akuntabel. 

3. Mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak adil pada 

sekelompok orang   

4. Terjaminnya konsistensi serta kepastian hukum semua peratutan 

perundangundangan pada tingkat daerah. 

Good governance berpusat pada proses, sistem, prosedur sertan 

peraturan yang memastikan bahwa perusahaan bekerja dengan kerangka 
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atau pedoman dalam menggapai tujuannya sehingga meningkatkan efisiensi 

serta efektivitas dalam menciptakan kesinambungan tujuan ekonomi serta 

tujuan sosial. Selain itu, tata kelola yang baik dapat mencari keseimbangan 

antara berbagai kepentingan tersebut yang dapat membawa manfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan  

2.2.2.3 Prinsip-Prinsip Good governance 

Konsep good governance berpedoman pada prinsip, yang juga 

adalah ciri yang bisa membedakan model pemerintahan yang baik serta 

yang buruk. Alasan di balik perbedaan antara konsep good governance dan 

model pemerintahan tradisional adalah adanya tuntutan yang kuat untuk 

mengurangi peran pemerintah dan masyarakat, termasuk korporasi dan 

lembaga swadaya masyarakat. atau LSM, akan ditambah dan akses menjadi 

lebih terbuka.  

Kunci terpenting untuk memahami good governance adalah 

memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, 

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab hanya akan terwujud jika 

kekuatan politik, ekonomi, serta administrasi digunakan dengan baik. 

Ketiga macam tata kelola yang baik menunjukkan jaringan dan interaksi 

yang sesuai. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya hanya berkembang 

ketika prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dengan benar.  

Menurut Manaf (2016), prinsip-prinsip penyelenggaraan good 

governance yaitu: 
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a. Partisipasi (Participation)  

Masyarakat di suatu negara mempunyai hak serta kewajiban 

dalam setiap proses pengambilan keputusan negara. Proses partisipasi 

warga berdasarkan pada kebebasan berjejaring serta berkomunikasi 

secara produktif.   

b. Penegakan Hukum (Rule of Law) 

Dalam kehidupan demokrasi mesti ada keadilan dan penegakan 

hukum yang tidak diskriminatif, terutama HAM. .  

c. Transparansi (Transparancy)  

Transparansi dilandasi keterbukaan, yang juga mencakup aspek 

kegiatan untuk kepentingan umum.   

d. Daya Tanggap (Responsiveness)  

Setiap proses harus dirancang untuk melayani berbagai pihak 

(stakeholder).   

e. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)  

Tata kelola yang baik memediasi kepentingan yang berbeda 

dalam memberikan kesempatan terbaik untuk tiap pihak.  

f. Keadilan/Kesetaraan (Equity)  

Keadilan berarti memberikan kesempatan kepada semua warga 

negara, laki-laki dan perempuan, untuk meningkatkan serta 

mempertahankan kualitas hidupnya. 
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g. Efektifitas dan Efisien (Effectiveness & Efficiency)  

Efisiensi dan efektivitas adalah semua alur serta lembaga yang 

berorientasi untuk mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhan dengan 

menggunakan sumber daya yang ada.   

h. Akuntabilitas (Accountability)  

Tergantung pada organisasinya, pembuat keputusan harus 

bertanggung jawab kepada publik berdasarkan keputusan yang dibuat 

baik secara internal maupun eksternal.   

i. Visi Strategis (Strategic Vision)  

Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan 

komprehensif tentang manajemen dan pembangunan manusia.  

2.2.3 Pengelolaan Keuangan 

2.2.3.1  Pengertian Pengelolaan Keuangan 

Menurut Reydonnyzar Moenek (2019:11), Pengelolaan keuangan 

daerah adalah komponen integral dari pengelolaan anggaran publik, yang 

menggambarkan seperangkat APBD (yang meliputi persiapan, pengesahan, 

pelaksanaan, dan pemantauan  penggunaan dana. Artinya, segmen 

pengelolaan ekonomi daerah merupakan bagian sentral dari bagian 

sebenarnya dari perdebatan kebijakan publik.  

Menurut Purba et al., (2021:114) Manajemen Keuangan berarti 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian  aktivitas 

keuangan, seperti akuisisi serta penggunaan aset perusahaan. Sedangkan 

menurut Anwar (2019:5) Manajemen keuangan yaitu disiplin ilmu yang 
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belajar mengenai pengelolaan keuangan suatu perusahaan dalam hal 

mencari sumber pembiayaan, mengalokasikan dana dan mendistribusikan 

keuntungan perusahaan.  

Pengelolaan keuangan (financial management) berasal dari kata 

administration yang berarti pengelolaan, serta finance yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan uang, semacam keuangan, investasi, dan permodalan. 

Dengan demikian, diputuskan bahwa manajemen keuangan bisa dipahami 

sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian, 

mulai dari perolehan sumber pembiayaan, penggunaan dana sebaik-

baiknya, dan pengalokasian dana ke sumber-sumber investasi untuk 

mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1). 

Berdasarkan pengertian dan pengolahan pendapatan desa tersebut, 

maka dapat kita fokuskan bagaimana penyelenggaraannya di lingkungan 

pemerintahan desa, dalam penatausahaan kekayaan desa. Pengelolaan dana 

desa merupakan proses pengelolaan keuangan sebagai prinsip dalam 

rencana pembangunan jangka menengah desa, yang kemudian 

diimplementasikan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu (1) dana desa 

digunakan untuk membiayai pembangunan, menyelenggarakan pengelolaan 

desa dan penguatan masyarakat, kemudian (2)) pembangunan dan 

penguatan diprioritaskan dalam penggunaan dana  (Permatasari et al., 

2018). 
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2.2.3.2 Fungsi Pengelolaan Keuangan 

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) mengatakan bahwa tugas 

administrasi keuangan (financial administration) yaitu:  

1. Perencanaan Keuangan Dan Anggaran (Budgeting) Semua aktivitas 

perusahaan yang terkait dengan pemakaian dana anggaran perusahaan 

dipakai dalam semua kegiatan serta keuntungan perusahaan. Dengan 

perencanaan serta pemikiran yang matang, Anda bisa memaximalkan 

serta meminimalisir anggaran yang terbuang sia-sia tidak ada hasil.   

2. Pengendalian (Controling) Terkait dengan aktivitas pengendalian 

dalam seluruh kegiatan pengelolaan keuangan, baik distribusi maupun 

akuntansi kemudian penilaian keuangan yang dapat dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan di masa yang akan datang.   

3. Pemeriksaan (Auditing) Seluruh kegiatan audit internal yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai standar akuntansi dan 

tidak terdapat penyimpangan.  

4. Pelaporan (Reporting) Manajemen keuangan memuat laporan 

keuangan setiap tahun yang berguna untuk menganalisis rasio 

profitabilitas perusahaan  

2.2.3.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan 

Menurut Astuty (2019:1) Tujuan pengelolaan keuangan pada 

dasarnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan cara 

ini, informasi praktis tentang aset, pembiayaan, dan struktur modal dapat 
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diperoleh. Selain itu, untuk mencapai ini, pemimpin harus mematuhi 

prinsip-prinsip berikut:   

1. Konsistensi, adalah prinsip yang mengutamakan keberlanjutan, 

khususnya pada pengelolaan keuangan.   

2. Akuntabilitas, yaitu prinsip yang mesti diterapkan bagi manajer sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas kekayaan yang ada dalam perusahaan. 

Maksud dari prinsip tanggung jawab ini adalah supaya manajer bisa 

memberikan informasi kepada pihak yang berkaitan tentang 

perkembangan usaha yang dikelolanya.   

3. Transparansi, Prinsip ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan semua 

rencana dan tindakan kepada para pemangku kepentingan, terutama 

mengenai laporan keuangan.   

4. Kelangsungan hidup usaha. Kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis 

sendiri membutuhkan keuangan yang baik. Pengeluaran pada tingkat 

operasional harus pas dengan jumlah dana sendiri. Dengan manajemen 

keuangan jenis ini, manajer memiliki rencana terpadu untuk 

meminimalkan risiko.  

2.2.3.4 Proses Pengelolaan Keuangan 

Menurut Kuswadi, analisis keuangan merupakan landasan keuangan. 

Dapat memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahaan baik sekarang maupun di masa lalu, sehingga dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan yang bersangkutan 
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untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Ada empat kerangka 

kerja dasar untuk manajemen keuangan:  

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah aktivitas menetapkan tujuan organisasi 

serta memilih langkah yang pas untuk mencapainya. Menurut Kuswad, 

ini adalah perencanaan operasi keuangan, yang meliputi perumusan 

tujuan keuangan dan anggaran keuangan tahunan dan jangka panjang. 

Penganggaran adalah proses yang membantu untuk melaksanakan 

kegiatan perencanaan dan pengendalian yang efektif.  

Sulistyowati dkk. (2021:3) Anggaran adalah rencana bisnis 

yang sepenuhnya disiapkan dan dijelaskan secara kuantitatif untuk 

periode waktu tertentu atau periode tertentu. Anggaran adalah kunci 

keberhasilan dalam menggapai tujuan perusahaan secara komprehensif. 

Jenis anggaran total yaitu:    

a. Anggaran produksi  

b. Anggaran penjualan  

c. Anggaran modal  

d. Anggaran laba  

Perencanaan keuangan diperlukan dalam mengatur kebutuhan 

keuangan guna membiayai berbagai program serta kegiatan. Karena 

ketidakpastian tentang masa depan, perencanaan merupakan bagian 

tersulit dari fungsi manajemen. Perencanaan tersebut harus 
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berkesinambungan karena seiring waktu perusahaan harus membuat 

serta memperbaiki rencana sebelumnya  (Sulistyowati et al.:2021:2).  

2. Pencatatan  

Pencatatan adalah aktivitas dimana transaksi keuangan yang 

telah terjadi dicatat secara kronologis dan sistematis. Catatan itu sendiri 

digunakan sebagai bukti bahwa suatu peristiwa terjadi selama periode 

itu. Contoh catatan dapat berupa nota, kuitansi, faktur, dll. Langkah 

selanjutnya adalah menulis transaksi ke jurnal dan mencatatnya di buku 

besar.  

3. Pelaporan  

Pelaporan adalah langkah selanjutnya setelah memposting ke 

buku besar dan sub buku besar. Buku besar dan subpos ditutup pada 

akhir bulan kemudian dipindahkan ke pengawas laporan keuangan 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis laporan keuangan 

adalah laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca.  

4. Pengendalian 

Pengendalian adalah proses mengukur dan mengevaluasi 

kinerja sebenarnya dari setiap bagian organisasi. Pengawasan 

memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Menurut Kuswad, salah satu langkah 

pengendalian adalah pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. 

Mode kontrol adalah kontrol awal, kontrol kontinu, dan kontrol umpan 

balik.  
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2.3 Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skema berpikir yang 

menggunakan sembilan prinsip good governance yaitu transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi yang dielaborasikan dengan Pengawasan dan Asas 

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 

2020 dalam menganalisis pengelolaan dana desa di di Desa Na’ekecamatan 

Sape Kabupaten Bima. Prinsip-prinsip good governance dalam penelitian ini 

dapat mendukung topik penelitian atau topik pembahasan utama. Prinsip 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan alat analisis yang dapat 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketiga prinsip tersebut 

berdasarkan pengelolaan dana desa. Dana desa telah lama dikenal sebagai 

masalah sosial, sehingga sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana 

desa.  Adanya asas-asas pengelolaan dana desa yang diatur oleh pemerintah 

pusat yang telah beberapa kali direvisi menjadi sesuatu yang harus 

diintegrasikan ke dalam perangkat desa, agar perangkat desa dapat menerapkan 

prinsip-prinsip tersebut secara tepat agar . mencapai implementasi good 

governance. Hal tersebut mengarahkan peneliti untuk menggunakan ketiga 

prinsip good governance untuk memahami penerapan prinsip tersebut dalam 

pengelolaan sumber daya desa di Desa Na'e Kec. Sape Kab. Bima.  
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Gambar 2.1 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2013:56) mengatakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang serta tingkah laku 

yang bisa diteliti.  

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif untuk penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip good governance dalam 

pengelolaan keuangan di Desa Na'e Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Dalam 

penelitian ini, pendekatan mengikuti langkah penelitian kualitatif.  Informasi 

yang didapatkan dideskripsikan sesuai dengan realitas subjek serta dipaparkan 

berupa kata atau kalimat. Cara ini menghasilkan data deskriptif seperti kata-

kata, ucapan tertulis atau lisan tentang orangserta tingkah laku yang 

diteliti.  (Moleong, 2013:63) 

Oleh karena itu, metode kualitatif untuk penelitian menitikberatkan pada 

latar belakang individu serta sosial sebagai variabel, melainkan harus dianggap 

sebagai bagian dari suatu kebutuhan.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan waktu penelitian Mei sampai 

selesai serta lokasi di kantor Desa Na’e Kec. Sape Kab. Bima. Peneliti memilih 
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tempat penelitian sebab mengetahui keadaan setempat jadi, gampang 

menghasilkan informasi.  

3.3 Informan Penelitian 

Teknik identifikasi informasi dalam penelitian ini memakai teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:218) Purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel sumber data dari sudut pandang: ini 

mengasumsikan bahwa narasumber paling tahu apa yang diingnkan.  

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti berusaha 

mendapatkan informasi dari informan.   

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut loftkand (dalam Meleong, 2013: 157) Sumber informasi 

terpenting dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan, 

selebihnya adalah informasi tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di sini, 

bagian jenis informasi dibagi menjadi kata-kata serta perbuatan, sumber 

informasi tertulis, foto.  Dua data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu:  

3.4.1 Data Primer 

Materi didapatkan langsung dari sumber yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Informasi dasar ini seperti catatan wawancara yang 

diambil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, peneliti 

membagikan kuesioner penelitian, melakukan observasi lapangan serta 

mengumpulkan informasi tentang situasi dan kejadian di lokasi dalam bentuk 

catatan.  
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3.4.2 Data sekunder 

Informasi dasar tambahan atau pendukung dikumpulkan dari data yang 

pas. Informasi tersebut bisa seperti dokumen, arsip, majalah serta foto yang 

berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Informasi ini dipakai dalam mendukung 

informasi yang diperoleh dari wawancara observasi langsung atau informasi 

dasar yang dikumpulkan di lapangan.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan memakai 

beberapa cara: 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk 

penelitian dalam melaksanakan penelitian langsung di lapangan. Teknik ini 

dipakai agar memantau pengelolaan keuangan di Kantor Desa Na'e 

Kecamatan Sape Kabupaten Bima.  

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan orang lain untuk 

tujuan tertentu. wawancara itu dilaksanakan oleh dua pihak, pewawancara  

yang memebrikan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang menjawab 

pertanyaan.  (Bagong Suyanto & Sutinah. 2005: 69). Wawancara dipkai 

sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melaksanakan 

penelitian pendahuluan dalam menemukan masalah yang dapat diteliti, 

melainkan juga ketika peneliti ingin tahu lebih dalam tentang informan 

(Sugiyono, 2016: 231). Dari uraian Sugiyono (2016:266), jenis wawancara 
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yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur yang tergolong 

dalam kategori extended interview. Berikut adalah beberapa karakteristik 

wawancara semi terstruktur:  

1. Pertanyaan lebih terbuka, namun ada batasan topik dan alur pembahasan. 

2. Kecepatan wawancara dapat diprediksi. 

3. Lebih fleksibel tapi terkontrol (tanya jawab). 

4. Adanya pedoman wawancara yang berfungsi sebagai acuan alur kata, 

urutan dan penggunaan kata.   

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan 

kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang 

dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam 

maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. 

Wawancara dilakukan kepada kepala dan BPD Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima. 

3.5.3 Dokumentasi  

Teknik dokumentasi penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

yang mengumpulkan serta menalaah dokumen yang mendukung penelitian.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2016: 141) berpendapat bahwa analisis data kualitatif 

dilaksanakan secara interaktif serta berlangsung terus menerus hingga selesai 

jadi menimbulkan kejenuhan data. Fungsi analisis data dalam penelitian ini 

adalah reduksi data dan display data.  
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3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Meringkas, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta menghilangkan yang tidak 

perlu. Akibatnya, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tambahan dan 

mencari jika dibutuhkan.  

3.6.2 Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, 

diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam 

penelitian kualitatif, metode penyajian informasi yang paling umum 

digunakan adalah teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan 

materi dengan menggunakan deskripsi singkat, dimana peneliti memaparkan 

secara naratif serta memaparkan data dalam bentuk tabel, sehingga 

mempermudah penulis untuk meneliti informasi yang didapatrkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


